
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI  TABALONG
NOMOR 5 1  TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang    :    a.  bahwa dalam  rangka  mengakomodir usulan  kekurangan

penganggaran   gaji   dan   tunjangan   ASN   pada   Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan pergeseran
Anggaran   dan      Belanja   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Tahun Anggaran 2022;

b.  bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati    tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Bupati
Tabalong  Nomor  36  Tabun  2022  tentang     Penjabaran
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat          :    1.     Undang-Undang   Nomor   27   Tahun    1959    tentang

Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953   tentang   Perpanjangan   Pembentukan   Daerah
Tingkat 11  di Kalimantan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   1953  Nomor  9),  sebagai  Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959    Nomor    72,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor  1820),  sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut,
Daerah   Tingkat   11   Tapin   dan   Daerah   Tingkat   11



Tabalong Dengan  Mengubah  Undang-Undang Nomor
27  Tahun  1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun  1953 tentang Pembentukan
Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun      1965     Nomor     51,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2756);

2.     Undang-Undang   Nomor    17   Tahun   2003   tentang

Keuangan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2003    Nomor    47,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4286),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah    Pengganti    Undang-Undang    Nomor    1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas    Sistem    Keuangan    Untuk    Penanganan
Pandemi    Coro7ici    VIrzts   Disecrse   2019    (COVID-19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan   Perekonomian   Nasional   dan/atau
Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor   134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6516);

3.     Undang-Undang   Nomor   1   Tahun      2004      tentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Tahun     2004     Nomor     5,     Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4355),

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah    Pengganti    Undang-Undang    Nomor    1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas    Sistem    Keuangan    Untuk    Penanganan
Pandemi    Coro7ta   Vi."s   Disease   2019    (COVID-19)

dan/atau dalarn Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan   Perekonomian   Nasional   dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020



Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6516);

4.     Undang-Undang   Nomor    15   Tahun   2004   tentang
Pemeriksaan,    Pengelolaan    dan   Tanggung   Jawab
Keuangan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2004    Nomor    66,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang
S i s te in       Perenc anaan       Pembangun an       Nasional

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor   104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4421);

6.     Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor   7   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5495),  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor    11    Tahun   2020

tentang   Cipta   Kelja   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2020    Nomor    245,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6573);

7.     Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang

Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,   terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2022
tentang   Hubungan   Keuangan   Antara   Pemerintah
Pusat    dengan    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022   Nomor  4,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6757);

8.     Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang

Administrasi      Pemerintahan      (Lembaran      Negara
Republik     Indonesia    Tahun     2014     Nomor     292,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5601),   sebagaimaria   telah   diubah   dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020    Nomor    245    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

9.     Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang cipta
Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020   Nomor  245,  Tambahan     I,embaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

10.   Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2022    tentang

Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Ifusat  dan
Pemerintahan   Daerah   (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun     2022     Nomor     4,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11.   Peraturan   Pemerintah   Nomor      109     Tahun   2000

tentang  Kedudukan  Keuangan  Kepala  Daerah  dan
Wakil   Kepala   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik

Indonesia    Tahun    2000    Nomor    210,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12.   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan    Keuangan    Badan    Layanan    Umum

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  48,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  4502),    sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang   Perubahan      Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Tahun    2012    Nomor    171,    Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana    Perimbangan    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun    2005    Nomor    137,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem    Informasi    Keuangan    Daerah    (I,embaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005  Nomor  138,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   4576),   sebagaimana   telah   diubah   dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010    Nomor    110,    Tambahan    Lembaran    Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

15.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun  2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinelja Instansi Pemerintah

(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006
Nomor  25,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4614);

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  (Irembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2007     Nomor     83,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4738);

17.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun  2009  tentang
Bantuan  Keuangan  Partai  Politik  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2007     Nomor     18,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor  4972),   sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali  terakhir dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1
Tahun     2018     tentang    Perubahan     Kedua    Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  2009  tentang
Bantuan  Keuangan Kepada Partai Politik  (Lembarari
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018   Nomor   1,
Tambahan   Irembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6177) ;

18.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia    Tahun     2010     Nomor     123,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5165);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 2 Tahun  2012  tentang
Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2012  Nomor  5,  Tambahan  I+embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



20.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (I.embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  92,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5533)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27
Tahun    2014    tentang    Pengelolaan    Barang    Milik
Negara/ Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    113,    Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539)

sebagaimana   telah   diubah   beberapa  kali,   terakhir
dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia    Tahun     2021     Nomor    21,    Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;

22.  Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang
Perangkat    Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2016    Nomor    114,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5888)

sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016
tentang Perangkat Daerah (Ilembaran Negara Republik
Indonesia    Tahun    2019    Nomor    187,    Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

23.  Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan      dan      Pengawasan      Penyelenggaraan
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun     2017     Nomor    73,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



24.  Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017 tentang
Hak   Keuangan    dan   Administrasi    Pimpinan    dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan    Usaha    Milik    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2017     Nomor     305,

Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6173) ;

26.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang
Standar     Pelayanan     Minimal     (Lembaran     Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27.  Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (I,embaran   Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2019     Nomor     42,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6322);

28.  Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang
Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019    Nomor    52,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

29.  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi    Pemerintah    Daerah    (I,embaran    Negara
Republik     Indonesia    Tahun     2019     Nomor     166,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6385);

30.  Peraturan  Presiden  Nomor   18  Tahun  2020  tentang
Rencana  Pembangunan  |Jangka  Menengah  Nasional
Tahun     2020-2024     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

31.  Peraturan  Presiden  Nomor  85  Tahun  2021   tentang
Rencana  Kelja  Pemerintah  Tahun  2022   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);



32.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun
2012     tentang     Pedoman     Pengelolaan     Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

33.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah  serta  Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban
Dana  Operasional  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

34.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan,  Penyaluran,  dan
Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan   Partai   Politik   (Berita   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2018   Nomor   630),   sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  78     Tahun   2020   tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan,  Penyaluran,  dan
Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan   Partai   Politik   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

35.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun
2 019       tentang       Klasifikasi,       Kodefikasi,       dan
N omen klatur       Percanaan       Pe mban gunan       dan
Keuangan  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

36.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2020 Nomor  1781);

37.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang    Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan
Daerah  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja



Daerah,    Rancangan    Peraturan    Daerah    Tentang
Perubahan    Anggaran    Pendapatan    Dan    Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    Dan    Belanja
Daerah,   Dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan     Belanja    Daerah     (Berita    Negara     Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

38.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun
2021     tentang    Pedoman     Penyusunan    Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah  Tahun  Anggaran
2022  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2021
Nomor 926);

39.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor    02
Tahun   2010   tentang   Pokok-Pokok         Pengelolaan
Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Tabalong    Tahun     2010     Nomor    02,    Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong  Nomor  02  Tahun  2017  tentang
Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

40.   Peraturan   Daerah   Kabupaten  Tabalong  Nomor  05
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Tabalong    Tahun     2016     Nomor    05,    Tambahan
I,embaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  02),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun  2021  tentang
Perubahan   Atas       Peraturan   Daerah   Kabupaten
Tabalong      Nomor      05      Tahun      2016      tentang
Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah

(I,embaran Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun  2021
Nomor 03);



41.   Peraturan   Daerah   Kabupaten  Tabalong   Nomor   04
Tahun 2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-
2024  (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019  Nomor  04),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan   Daerah   Kabupaten  Tabalong  Nomor   10
Tahun   2021    tentang   Perubahan   Atas   Peraturan
Daerah  Kabupaten Tabalong  Nomor  04  Tahun  2019
tentang  Rencana  Pembangunan  LJangka  Menengah
Daerah    Kabupaten    Tabalong    Tahun    2019-2024

(Lembaran Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun  2019
Nomor  10,  Tambahan  I,embaran  Daerah  Kabupaten
Tabalong Nomor 03);

42.   Peraturan   Daerah   Kabupaten  Tabalong  Nomor   11
Tahun   2021    tentang   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja   Daerah  Tahun  Anggaran   2022   (I+embaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

43.   Peraturan   Daerah   Kabupaten  Tabalong  Nomor  07
Tahun      2022      tentang      Perubahan      Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2022  (Lembaran  Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 07 );

44.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  61  Tahun  2021

tentang    Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten    Tabalong    Tahun    2021     Nomor    61),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,   terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun
2022   tentang   Perubahan   Ketujuh   Atas   Peraturan
Bupati   Tabalong   Nomor   61   Tahun   2022   tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja
Daerah  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun
2021  Nomor 27);

45.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  36  Tahun  2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);
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MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS

PERATURAN  BUPATI  TABALONG  NOMOR  36  TAHUN  2022

TENTAN G        PEN J ABARAN        PERU BAHAN        AN G GARAN

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN  ANGGARAN

2022.

Pasal I

Beberapa  Ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  36  Tahun  2022
tentang Penjabaran  Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37), diubah
sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun  Anggaran
2022 terdiri atas:
1.     Pendapatan Daerah semula:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Pendapatan Daerah Bertambah
a.  Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2.     Belanja semula
a.  Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c.  Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer
|Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

11

Rp      176.327.889.608,00

Rp  1.327.127.212.947,00

RD           6.176.710.373.00

Rp  1.509.631.812.928,00

Rp      176.327.889.608,00

Rp  1.327.127.212.947,00

Ro          6.176.710.373.00

Rp  1.509.631.812.928,00

Rp  1.165.661.589.956,00

Rp     383.915.542.392,00

Rp          5.412.283.529,00

Rp    194.401.423.000.00

Rp  1.465.358.267.425,00

(Rp    239.759.025.949,00)



Belanja Bertambah
a.  Belanja Operasi
b.  Belanja Modal

c.  Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3.     Pembiayaan semula
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Bertambah
a.  Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.  Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto
SILPA Tahun Berkenaan

Total APBD

Pasal 2

Rp  1.165.661.589.956,00

Rp     383.915.542.392,00

Rp           5.412.283.529,00

RD      194.401.423.000.00

Rp  1.749.390.838.877,00

(Rp  239.759.025.949,00)

Rp      258.759.025.949,00

Rp        19.000.000.000,00

Rp    258.759.025.949,00

Rp       19.000.000.000,00

Rp     239.759.025.949,00

Rp     (0,00)

Rp  1.768.390.838.877,00

Uraian   lebih   lanjut  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.   Lampiran I        Ringkasan    Penjabaran    APBD    yang    diklasifikan    menurut
Kelompok,   Jenis,   Objek,   Sub   Rincian   Objek   Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

2.   Lampiranll      Penjabaran    APBD    menurut    Urusan    Pemerintah    Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek,  Rincian Objek,  Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

3.   Lampiran Ill     Daftar  Nama  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran  Alokasi
Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;

4.   Lampiran Iv     Daftar  Nama  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran  Alokasi
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Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial;

5.   Lampiranv      Daftar  Nama  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran  Alokasi
Bantuan  Keuangan  bersifat  Umum yang diterima  serta  SKPD
pemberi Bantuan Keuangan;

6.   Lampiran vI     Daftar Nana Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan
Alokasi  Belanja  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  Kepada  Pemerintah
Desa;

Pasal 3

Lampiran   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal   02    .j££€Sm`S®p   2.3£±

BUPATI TABALONG ,

TT\?
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tapjung
Pada  tanggal      !J£      ;`JjLfa,:`:<~`;  ``  ;jdri®    f±fj22

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
1

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR. 5 a
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